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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya
sehingga buku yang berjudul “HUKUM PAJAK DI INDONESIA” dapat
terselesaikan dengan baik. Pajak mempunyai peran strategis untuk
mengembangkan kesejahteraan ekonomi, sosial dan pembangunan
lingkungan yang berkelanjutan. Pengaturan hukum di bidang
perpajakan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian,
keadilan dan kemanfaatan hukum terkait kesejahteraan ekonomi,
sosial dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan tersebut.
Buku ini disusun dengan tujuan untuk menambah pemahaman
masyarakat luas terhadap teori dan praktik sistem perpajakan.

Buku Hukum Pajak di Indonesia ini mengakomodir perubahan
dan perkembangan pajak di zaman yang serba digital saat ini. Era
digital mempengaruhi perubahan pola transaksi baru yang belum ada
dalam model transaksi konvensional sebelumnya, meningkatkan
kompleksitas, seperti: skema penipuan baru dan modus pengindaran
pajak, sehingga memerlukan adaptasi kerangka regulasi terkait pajak
penghasilan dalam berbagai transaksi digital.

Buku ini hadir spesial ditulis oleh 21 akademisi dan/atau praktisi
dari seluruh wilayah Indonesia, dengan 22 Bab, membahas terkait
sejarah hukum pajak, teori dan praktik, serta penerapan hukum pajak
Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Pengaturan pajak Pasca UU Cipta Kerja dan UU HPP melakukan
perubahan besar-besaran untuk penyederhanaan birokrasi,
pembenahan tata kelola untuk mendorong investasi sesuai dengan
dinamika dunia usaha, dan upaya-upaya untuk menjaga lingkungan
yang berkelanjutan. Penegakan hukum pajak juga dibahas buku ini
terkait masalah: Penggelapan Pajak dan Penyelesainnya, Sengketa
Pajak dan Penyelesaiannya, Pengadilan Pajak, Restorative Justice
dalam Tindak Pidana Pajak. Hukum perpajakan secara umum dalam
kerangka hukum ekonomi, seperti: meningkatkan pendapatan dari
pajak, menjamin kepastian investasi, dan keadilan baik dalam
pemungutan dan pemanfaatan pajak, sehingga penegakan hukum

iv



pajak memerlukan upaya terpadu dalam kerangka hukum ekonomi
tersebut. Hukum dalam pendekatan teori sistem, seperti tubuh
manusia yang terdiri dari sub sistem dan elemen-elemen yang saling
berhubungan. Terpadu dalam arti terintegrasi antar sistem hukum
(peradilan umum, dan peradilan khusus lainnya seperti tipikor,
pencucian uang), sistem perbankan, sistem sosial masyarakat.

Penyusunan buku ini dapat terlaksana dengan lancar karena
dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Penyusun
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu
baik secara materiil maupun moril. Penyusun menyadari bahwa
pembuatan buku ini tidak lepas dari kekurangan. Pembaca dapat
memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk
perbaikan selanjutnya.

Salam,

Penyusun
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BAB 1
SEJARAH PAJAK

Dr. Ir. Rudy Gunawan Bastari, S.H., M.Tax., M.Acc., M.M.
Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI

Pendahuluan

Pajak secara historis sudah ada sejak awal peradaban manusia,
sebagai perwujudan manusia sebagai makhluk sosial. Pada masa
prasejarah, pajak merupakan iuran, hadiah atau upeti yang diberikan
kepada pemimpin baik secara sukarela atau pemaksaan. Sebagian
besar pajak digunakan untuk upeti kepada raja, karena raja adalah
perwakilan Tuhan, mengayomi rakyat, menjaga keamanan negara,
membangun dan merawat infrastruktur, membiayai pegawai
kerajaan, menyelenggarakan acara-acara keagamaan, dan lain
sebagainya. Pada perkembangannya pajak tidak hanya untuk
kepentingan politik dan keamanan, namun juga sosial, ekonomi, dan
kultural.

Pajak sebagai bagian dari peradaban manusia dapat bersifat
kolaboratif maupun eksploitatif. Pajak bersifat kolaboratif berarti
sebagai upaya gotong royong masyarakat untuk membangun
infrastruktur atau hadiah kepada pemimpin politik atau keagamaan.
Pajak bersifat eksploitatif berarti hanya untuk kepentingan penguasa
untuk eksploitasi sumberdaya seperti yang terjadi pada masa
penjajahan. Penyetoran pajak dapat berbentuk tenaga, hasil bumi atau
uang. Penduduk yang tidak menyetorkan hasil bumi, diberikan
kewajiban untuk melakukan kerja yang berkaitan dengan dengan
kepentingan umum untuk jangka waktu tertentu. Sebagian penduduk
dengan status sosial yang lebih tinggi serta mempunyai harta dapat
membayar uang ganti rugi untuk dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Rudy Gunawan Bastari




Sejarah Pajak

3. Ketiga, Moderasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi yang
Rasional
Sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja, pemerintah konsisten
memberikan relaksasi dan berbagai kemudahan tanpa
mengabaikan pentingnya good governance. Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang
pribadi telah terintegrasi untuk kemudahan dan kesederhanaan.

2. Terakhir, UU HPP Mendukung Visi untuk Keberlanjutan
Lingkungan Melalui Pajak Karbon
Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan terhadap
penggunaan bahan bakar fosil dan dampaknya terhadap
perubahan iklim. Pajak karbon menjadi instrumen untuk
mengurangi emisi karbon menuju masa depan yang lebih bersih,
sehat, dan berkelanjutan. Pajak karbon menunjukan komitmen
pemerintah untuk kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.
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BAB 2
DASAR-DASAR HUKUM
PAJAK

Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, S.H., M.Kn.
Universitas Pelita Harapan

Definisi Hukum, Pajak, dan Hukum Pajak

Definisi pajak adalah pungutan yang dibebankan oleh pemerintah
kepada warga negara atau badan usaha yang memiliki penghasilan
atau kekayaan tertentu. Pajak ini kemudian digunakan untuk
membiayai program pembangunan dan pelayanan publik, seperti
kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan keamanan. Dari definisi
tersebut dapat kita pastikan pajak mempunyai kontribusi dan
sumbangsih yang besar terhadap hidup, berjalan dan berkembangnya
suatu negara. Definisi Prof. Edwin R. A. Seligman dalam Essays in
taxation (New York, 1925), berbunyi: “Tax is a compulsory
contribution from the person, to the government to defray the expenses
incurred in the common interest of all, without reference to special
benefit conferred.” Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam
disertasinya yang berjudul “Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong”,
Universitas Padjajaran Bandung, 1964: Pajak adalah iuran wajib,
berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan
norma norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang
dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Hukum dapat kita artikan sebagai suatu aturan. Jika diartikan
dalam arti sempit dan dapat juga kita artikan sebagai suatu lebih luar
dari aturan itu sendiri yaitu nilai, etika dan prinsip yang harus
dipegang segala stakeholder yang berkaitan dengan dengan aturan
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pajak penerangan jalan, BPHTB dan PBB P2 (9 jenis pajak dari 11 jenis
pajak daerah. Selain itu terdapat aturan-aturan yang kurang jelas, atau
aturan pusat yang tidak selaras dengan UU PDRD sehingga
menimbulkan keraguan atau permasalahan dalam penerapannya di
daerah (Juliarini, 2020).
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BAB 3
TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med.
Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Pandangan Umum Pajak

Pajak adalah suatu bentuk kontribusi atau pungutan yang dikenakan
oleh pemerintah pada individu, perusahaan, atau entitas lainnya
untuk membiayai pengeluaran publik dan memenuhi kebutuhan
pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama
bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti menyediakan
layanan publik, membangun infrastruktur, membiayai program sosial,
dan menjaga keamanan dan pertahanan negara. Sehingga pemerintah
menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan
negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara
(Dewi, 2020).

Pajak dapat dikenakan pada berbagai jenis pendapatan, termasuk
penghasilan individu, keuntungan perusahaan, penjualan barang dan
jasa (pajak penjualan), kepemilikan properti (pajak properti),
warisan, hadiah, dan transaksi keuangan. Setiap negara memiliki
sistem perpajakan yang berbeda-beda, dengan jenis, tarif, dan aturan
yang berbeda pula.

Pajak umumnya dikelola oleh otoritas pajak, seperti badan pajak
atau departemen keuangan negara. Mereka bertanggung jawab untuk
mengumpulkan, memproses, dan menegakkan pembayaran pajak
serta memberikan panduan dan informasi kepada wajib pajak
mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.
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diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Pajak yang dikumpulkan diharapkan akan digunakan oleh
pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang
melayani kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, dan keamanan.

5. Teori Daya Beli

Teori daya beli dalam pemungutan pajak mengacu pada prinsip
bahwa tarif pajak harus didasarkan pada kemampuan individu
atau kelompok untuk membayar, yang tercermin dalam daya beli
mereka. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan
kemampuan ekonomi wajib pajak dalam menentukan besaran
pajak yang harus mereka bayar (Abdul, 2020). Menurut teori ini,
lembaga penyelenggara kepentingan masyarakat yang dianggap
sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan untuk
kepentingan individu maupun negara tetapi untuk kepentingan
keduanya (Dr. Mutaqiem, SH., 2014).
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FUNGSI & PENGGOLONGAN
PAJAK

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD
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Pendahuluan

Hukum pajak di Indonesia berlandaskan falsafah Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI
1945) yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan
kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Pasal 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan
bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat (Kasma, 2012).

Hukum pajak sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang
meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan
seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas
negara, merupakan hukum publik yang mengatur hubungan-
hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-
badan yang berkewajiban membayar pajak (Brotodiharjo, 2003).
Dalam hukum pajak diatur adanya hubungan antara pemerintah
dengan rakyat, dimana pemerintah berperan dalam fungsinya sebagai
pemungut pajak (fiscus), sementara rakyat dalam kedudukannya
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6. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan
kompetitif.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut di atas,
diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka
menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan
sukarela dan membaiknya iklim usaha.

kkskkok ko

Daftar Pustaka

Brotodiharjo, R. S. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung:
Refika Aditama.

Kasma, ]. (2012). Standard Operating Procedure (Perpajakan
Perusahaan Jasa). Bandung : CV. Alfabeta.

Muyassarotussolichah. (2008). Hukum Pajak. Yogyakarta: TERAS.
Putyatmoko, Y. S. (2004). Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi.

Rahayu, A. S. (2010). Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi
Aksara, 2010.

uu28/2007. (2007). Penjelasan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan.

Fakhry Amin



Fungsi & Penggolongan Pajak

PROFIL PENULIS
Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.
Penulis menempuh Pendidikan Formal dan
H Non Formal: Sekolah Menengah Atas Negeri
’:*" ‘;‘: (SMAN) 4 Kendari [2008], Pesantren Darul
B ] Mukhlisin Padang Lampe Pangkep dan Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Makassar [2008-2012], Kuliah Kerja Profesi
Hukum di Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia [2011], Program Pasca Sarjana
Magister Hukum Universitas Indonesia [2012-
2014], Pendidikan Khusus Profesi Advokat
(PKPA) oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang
diselenggarakan DPP IKADIN dan Faizal Hafied & Partners Education
Of Law di Jakarta [2013], Program Perkuliahan Khusus International
Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office Kuala
Lumpur-Malaysia [2021], Pelatihan Applied Approach (AA)
Universitas Negeri Makassar [2022], Diklat Peningkatan Kompetensi
Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan oleh Kemenkumham Dirjen
Peraturan Perundang-Undangan di Jakarta [2022], Pendidikan Profesi
Manajemen Certified Practitioner Organization Development oleh
Center for Strategic Entrepreneurial Leadership Universitas Indonesia
[2022], Pelatihan untuk Pelatih/Training of Trainers (ToT)
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Dosen, Guru, dan
Widyaiswara oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
(LEMHANNAS-RI) [2023].

Penulis sejak dibangku pelajar sudah aktif mengikuti organisasi-
organisasi kesiswaan yang berlanjut saat menjadi mahasiswa dan
bekerja diantaranya: Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi
Universitas Muslim Indonesia (FMPK-UMI) [2011], Pendiri sekaligus
Ketua Umum Pertama Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas
Indonesia (IMMH-UI) [2012 -2013], Perwakilan Tokoh Pemuda dalam
Verifikasi dan Validasi 19 Calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia
mewakili masyarakat Wawonii dalam pengusulan pemekaran Pulau

Fakhry Amin




Fungsi & Penggolongan Pajak

Wawonii sebagai calon daerah otonomi baru Kabupaten Konawe
Kepulauan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
(KEMENDAGRI-RI) [2012], Pengurus Lembaga Hukum Mahasiswa
[slam-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LHMI-PBHMI)
[2013-2014], Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengacara
Pengadaan Indonesia (DPW APPI) Provinsi Sulawesi Tenggara [2016-
2021], Pengurus Dewan Pengurus Daerah Forum Silaturahmi Keraton
Nusantara (DPD FSKN) Provinsi Sulawesi Tenggara [2022-2027],
Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Nasional Indonesia Law
Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia (DPN ILSC/KSHI) [2020-
Sekarang]. Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (TAPLAI)
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS-RI)
[2023-Sekarang].

Penulis sekarang sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari) mengampu Mata
Kuliah Dasar Umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
serta mata kuliah yang berkaitan dengan [lmu Hukum di Program
Studi Manajemen. Prestasi Akademik selama menjadi akademisi
antara lain menjadi tim ahli Penyusun Naskah Akademik dan
Rancangan Peraturan Daerah. Penulis aktif dalam berbagai penelitian
yang diterbitkan dalam berbagai jurnal ilmiah terindeks sinta dan
scopus tentang Hukum, Pendidikan, Pemerintahan, dan Manajemen.

Email Penulis: fakhry.amin2@gmail.com

Fakhry Amin


mailto:fakhry.amin2@gmail.com

BAB 5
REFORMASI PAJAK (TAX
REFORM)

Dr. Susilowardani, S.H., M.Kn.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Pajak merupakan perihal penting dalam penyelenggaraan negara
karena merupakan sumber pendapatan negara. Pada Bab 7 ini
membahas mengenai Tax Reform di Indonesia. Bab ini akan
menjelaskan Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, dan Pemberlakuan
Tax Reform di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan aturan
mengenai perpajakan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Landasan Filosofis Tax Reform di Indonesia

Secara filosofis pemberlakuan tax reform di indonesia berlandaskan
pada prinsip self assessment. Bentuk reformasi perpajakan (tax
reform) di Indonesia ditandai dengan penerapan prinsip self
assessment yang semula berlandaskan pada prinsip official assessment
(Budileksmana, 2000). Prinsip official assessment artinya bahwa
besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara
ditentukan oleh negara, sedangkan prinsip self assessment
memberikan keleluasaan serta kepercayaan yang besar kepada wajib
pajak untuk menghitung dan menentukan besaran pajak yang harus
dibayarkan pada negara (Mustaqgiem, 2014). Secara prinsip terlihat
perubahan yang sangat mendasar tentang perpajakan di Indonesia
dimana yang awalnya memposisikan wajib pajak sebagai objek pajak,
setelah adanya reformasi pajak memposisikan wajib pajak sebagai

Susilowardani




Reformasi Pajak (Tax Reform)

Daftar Pustaka

Antariksa Budileksmana (2000) ‘Manfaat dan Peranan Konsultan
Pajak dalam Era Self Assessment Perpajakan’, Journal of Accounting
and Investment, 1(2), pp- 77-84. Available at:
https://doi.org/https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article /vi
ew/499/631.

Brotosusilo, A. (2012) Politik Hukum Perekonomian Indonesia. Jakarta.

Budi Ispriyarso (2019) ‘Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak
(Tax Amnesty) di Indonesia’, Administrative Law & Governance
Journal, 2(1), pp- 47-59. Available at:
https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.47-59.

Fuad Bawazier (2011) ‘Reformasi Pajak Di Indonesia (Tax Reform In
Indonesia)’, Jurnal Legislasi Indonesia, 8(1), pp. 1-28. Available at:
https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v8i1.344.

Imam Syaukani (2007) Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Malcolm Gillis (1985) ‘Micro and macroeconomics of tax reform:
Indonesia’, Journal of Development Economics, 19(3), pp. 221-254.
Available at:  https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-
3878(85)90030-6.

Maleha Soemarsono (2007) ‘Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari
Sudut Teori Tujuan Negara’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 37(2),
pp- 300-322.

MD, M. (2014) Politik Hukum di Indonesia. 6th edn. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.

Muhammad Naufal Arifiyanto (2021) ‘Politik Hukum Pengaturan
Prinsip Self Assessment System Atas Pelaporan Harta Kekayaan
Wajib Pajak Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan’, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 4(1), pp.
25-36.

Mustaqiem (2014) Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak
di Indonesia. 1st edn. Yogyakarta: Buku Litera.

E Susilowardani




Reformasi Pajak (Tax Reform)

Roy Kelly (1992) ‘Implementing Property Tax Reform In Developing
Countries: Lessons from the Property Tax in Indonesia’, Review of
Urban and Regional Development Studies, 4(2), pp- 193-208.
Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-
940X.1992.tb00042.x.

Satjipto Rahardjo (2007) Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis
Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Penerbit Buku
Kompas.

Verani Carolina, Meythi Meythi, RM. (2011) ‘Culture: Dasar
Pelaksanaan Reformasi Perpajakan Menuju Kepatuhan Sukarela’,
in Proceeding Simposium Nasional Perpajakan Il "Road Map
Reformasi Perpajakan Indonesia menuju Good Governance”, pp. 1-
15.

Susilowardani



Reformasi Pajak (Tax Reform)

PROFIL PENULIS

Dr. Susilowardani, S.H., M.Kn.

Lahir di Salatiga tanggal 23 Maret 1967. S-1
(SH) dari  Universitas Diponegoro
(Semarang) lulus 1990, S-2 (MKn) dari
Universitas Sebelas Maret (Surakarta) lulus
2015, dan S-3 (Program Doktor Ilmu
Hukum) dari Universitas Sebelas Maret
(Surakarta) lulus 2019. Sebelum menjadi
dosen, Penulis telah bekerja di berbagai
bank swasta di Indonesia. Selain sebagai
Dosen di Universitas Surakarta dan di
Magister Kenotariatan UNS, Penulis juga berprofesi sebagai Notaris
dan PPAT di Kabupaten Sukoharjo.

Jurnal yang pernah ditulis antara lain Optimalisasi Nilai Ekonomi
Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan
Perundang-undangan di Bidang Bidang Hak Kekayaan Intelektual,
Perbankan dan Fidusia), Settlement Patterns Serious Violation of
Human Rights, The Optimization of Credit Guarantee to Encourage SME
Performers to Access Credit in Bank through Legislation in Indonesia

Saat ini juga aktif dalam organisasi profesi antara lain INI dan
IPPAT, dan sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan
(APHK). Aktif sebagai narasumber dan fasilitator di berbagai seminar,
lokakarya dan pelatihan baik lokal, regional maupun nasional
khususnya dalam isu pertanahan, perbankan, kenotariatan, dan
persoalan keperdataan lainnya.

Email Penulis: susilowardani99@gmail.com

m Susilowardani


mailto:susilowardani99@gmail.com

BAB 6
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PEMUNGUTAN PAJAK

Dr. Dara Pustika Sukma, S.H., M.H.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Menurut Mangkoesoebroto dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012),
pemerintah berhak mengenakan pajak. Pajak ditetapkan berdasarkan
undang-undang, dan wajib pajak harus membayarnya meskipun tidak
ada manfaat yang jelas bagi pemerintah. Djajadiningrat (Resmi Siti,
2014) menyatakan pajak adalah suatu kewajiban keuangan kepada
kas negara karena suatu keadaan yang telah ada sebelumnya, suatu
peristiwa, atau suatu perbuatan yang memberikan status (tetapi
bukan sebagai suatu hukuman), sesuai dengan peraturan yang
ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dilaksanakan, tetapi tanpa
manfaat yang sepadan bagi pembayar pajak. Pajak dipungut untuk
tujuan mempromosikan dan melindungi barang publik.

Ada tiga bagian dari sistem perpajakan suatu negara: hukum
perpajakan, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan.
Ketiga komponen ini bekerja secara beriringan dan saling melengkapi.
Agar sistem perpajakan tetap berfungsi, ketiga komponen ini harus
kokoh. Jika salah satu bagian ini tidak ada, sistem perpajakan pada
akhirnya akan gagal. Selain saling membutuhkan, ketiga komponen
sistem perpajakan yang stabil tersebut saling bergantung satu sama
lain.

Dengan melihat sistem pajak sebagai suatu kesatuan yang utuh,
dengan bagian-bagian penyusunnya undang-undang perpajakan,
kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan semuanya saling
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Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang stabil
dan memiliki konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD
NRI 1945. Bagi masyarakat Indonesia, melihat konsep negara hukum
itu sendiri merupakan serapan dari isi negara hukum atau rechtsstaat
(Eropa Kontinental) dan negara hukum atau rule of law (Anglo-Saxon)
(2010). Negara hukum itu sendiri bertujuan untuk menjaga
keselarasan dan ketertiban umum, agar tidak mengganggu dan segala
sesuatunya tersistematis berdasarkan hukum (2006). Dalam
perkembangannya, sekarang ini lahirlah sebuah peradaban
multinasional yang maju, yang harus diupayakan dengan dukungan
pemerintah dan juga seluruh lapisan masyarakat.

Mengacu kepada tujuan negara modern dalam proses
pembangunan nasional dapat ditafsirkan bahwa upaya pemerintah
untuk memenuhi amanat yang terkandung dalam undang-undang
dasar diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat (2013).
Pemetaan konsep pembangunan nasional yang utama terjadi dalam
upaya bersama masyarakat dan negara modern guna menciptakan
dan memperbaiki sistem yang lebih baik dari sebelumnya (Tanpa
Tahun). Kebutuhan finansial untuk pembangunan dipenuhi dengan
berbagai cara, yang ke semuanya tentu saja ditujukan untuk
memperkuat sektor keuangan pemerintah, khususnya sektor pajak.
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BAB 8
PERLAWANAN TERHADAP
PAJAK

Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya

Kedudukan Pajak

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) menjadi
tantangan pemerintah untuk menjalankan kewajiban demi
memberikan usaha terbaik agar masyarakatnya hidup dalam kondisi
sebaik-baiknya. Demi mewujudkan kesejahteraan di semua sektor
kehidupan sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) alinea ke-4 “..untuk
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, memerlukan
biaya yang cukup besar.

Untuk mewujudkan hal tersebut negara tidak bisa melaksanakan
seorang diri, namun perlu sumbangsih masyarakat untuk
mewujudkan hal tersebut. Salah satunya pada sektor pembiayaan
kehidupan bernegara demi menciptakan kesejahteraan di kalangan
masyarakat, dengan terus mengedepankan ideologi Negara. Bentuk
usaha untuk membiayai kegiatan bernegara bersifat gotong royong
sebagai sifat dan karakteristik budaya Indonesia.

Penafsiran gotong royong apabila dihubungkan dengan pajak,
maka timbul pandangan yang dikemukakan oleh Suradiansyah, A.,
Widiastuti, N. P. E., & Aziz, A (Suradiansyah, A., Widiastuti, N. P. E,, &
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Ali Rahman, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading

Pendahuluan

Pada tahun 2016 terdapat kebijakan pemerintah (Direktorat Jenderal

Pajak) berupa pengurangan atau penghapusan sanksi pajak orang

pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak

yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang disebut dengan
pengampunan pajak atau tax amnesty. Keberadaan tax amnesty ini
dilatar belakangi oleh:

1. Pemerintah menyadari bahwa pajak masih menjadi momok
masyarakat,

2. Akibat tingginya beban pajak yang dapat menimbulkan
kecenderungan wajib pajak untuk mengelakkan atau
menyelundupkan pajak,

3. Keterbatasan administrasi pada instansi perpajakan, dan

4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakannya masih sulit dijangkau oleh
pajak yang dapat menyebabkan masyarakat enggan untuk
membayar pajak.

Pengertian Tax Amnesty

Pengampunan pajak atau tax amnesty berdasarkan Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai
sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang
perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang
tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Tax amnesty
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PROGRAM PENGUNGKAPAN
SUKARELA

Ratih Kumala, S.AP., M.A., BKP,, CTT., C.FTax., C.FR., CATr.
Institut [Imu Sosial dan Manajemen STIAMI

Pendahuluan

Program Pengungkapan Sukarela atau yang dikenal dengan istilah PPS
merupakan program pengungkapan harta bersih yang diperoleh wajib
pajak secara sukarela dengan syarat belum ada penemuan data
dan/atau informasi mengenai harta tersebut oleh Direktur Jenderal
Pajak. Selain itu, PPS merupakan program yang memberikan
kesempatan kepada wajib pajak dalam rangka mengungkapkan/
melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara
sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan
pengungkapan harta (www.pajak.go.id, 2022).

Program di atas berlangsung pada tanggal 1 Januari 2022 sampai
dengan 30 Juni 2022 yang diklasifikasikan menjadi dua
skema/kebijakan, yaitu Kebijakan I dan Kebijakan II. Program ini
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebelumnya, program
ini pernah dilaksanakan pada tahun 2016-2017 disebut dengan
Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty Program) yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak (Aisanafi, 2023).

Menurut kacamata internasional, program ini dikenal dengan
Voluntary Disclosure Program (VDP), di mana otoritas pajak
memberikan kesempatan terhadap wajib pajak yang sebelumnya
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pencabutan SPPH, Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas
kelebihan tersebut atau melakukan pemindahbukuan (PBK).

Surat Klarifikasi Atas Kekurangan Pembayaran PPh

Apabila terdapat kesalahan penulisan dan/atau penghitungan atau
wajib pajak mengungkapkan harta bersih yang tidak sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya, Kepala KPP memiliki kewenangan dalam
membetulkan atau membatalkan surat keterangan yang telah
diberikan. Apabila terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran
pajak, Kepala KPP juga dapat menerbitkan surat klarifikasi.

Apa yang harus dilakukan wajib pajak jika mendapat surat
klarifikasi? Wajib pajak tidak perlu khawatir jika menerima surat
klarifikasi dalam kaitannya dengan PPS. Berikut adalah hal yang perlu
diperhatikan apabila wajib pajak menerima surat klarifikasi:

1. Memberikan tanggapan atas surat klarifikasi maksimal 14 hari
sejak tanggal penerbitan surat.

2. Melakukan pembayaran pajak penghasilan yang masih terutang
jika terdapat kekurangan pembayaran pajak penghasilan final
dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 319.

Dua hal tersebut dilakukan untuk menghindari diterbitkannya
surat pembetulan atau pembatalan atas surat keterangan oleh Kepala
KPP.

PENGUNGKAPAN WP PEMBETULAN PENGAWASAN
REPATRIASI/INVESTASI
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Penelitian erifkesi o INVESTASI Kebijakan | Kebijakan i1
WP PPS Ketentuan Pasal SKPKB I
/
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e A

Gambar 10.3: Gambaran Umum Pengungkapan Harta PPS
Sumber : www.pajak.go.id
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BAB 11
KETENTUAN UMUM
PERPAJAKAN PASCA

UNDANG-UNDANG CIPTA

KERJA

Dika Yudanto, S.H., M.H.
Universitas Islam Batik Surakarta

Perjalanan Perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja
Perpajakan dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan
seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009, pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Agus
Salim, 2019). Berjalannya waktu perpajakan mengalami banyak
perubahan atas dinamisnya peraturan perundangan-undangan. Di
penghujung tahun 2022 Presiden Ir. Joko Widodo mengesahkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dikenal
dengan PERPU Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPU Cipta Kerja) memberikan
wajah baru dalam metode perubahan pada peraturan perundangan-
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menguji kesesuaian rancangan yang telah dibuat oleh
pemerintahan daerah tersebut sesuai dengan UU Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, kepentingan umum
dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi
menyangkut bidang perpajakan dan kebijakan fiskal nasional,
karena ini sesuai dalam Pasal 98 ayat (5).

Dilihat dari UU ini hasil evaluasi yang dilakukan oleh menteri
bersama gubernur, menariknya bilamana mendapatkan
persetujuan maka Perda yang dirancang dapat langsung ditetapkan
atau diundangkan, sebaliknya bilamana mendapat penolakan
dalam jangka waktu 15 hari kerja pada saat rancangan Perda
diterimanya dengan tembusan kepada menteri, maka wajib
menyampaikan alasan atas penolakan rancangan Perda tersebut.

Di sisi yang sama, bilamana Perda yang telah ditetapkan oleh
gubernur, bupati, walikota disampaikan kepada menteri yang
kemudian mengevaluasi Perda tentang perpajakan yang telah
ditetapkan tersebut bertentangan dengan ketentuan umum,
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau
kebijakan fiskal nasional, menteri merekomendasikan dilakukan
perubahan atas Perda yang dimaksud oleh menteri dengan jangka
waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal
diterimanya Perda tersebut dan memerintahkan pemerintahan
daerah pembuat Perda diberikan waktu 15 (lima belas) hari kerja
untuk melakukan perubahan atas rekomendasi menteri.

UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
ini mengatur pelanggaran bilamana dilakukan oleh pemerintahan
daerah dalam perancangan peraturan daerah tidak sesuai atau
melalaikan apa yang terkandung dalam UU ini, bilamana
pemerintahan tidak melakukan atau melaksanakan perubahan,
maka akan diberikan sanksi yaitu berupa penundaan atau
Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil
(DBH).

Disimpulkan dengan pasca berlakunya UU Cipta Kerja ini
menguatkan bahwa dalam bidang Perpajakan pemerintah pusat
memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintah daerah dalam
membuat atau merancang peraturan daerah tentang pajak daerah

Dika Yudanto

141



Ketentuan Umum Perpajakan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

dan retribusi daerah dengan UU Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
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PROFIL PENULIS
Dika Yudanto, S.H., M.H.

[Imu Hukum merupakan bidang ilmu yang
ditekuni penulis di strata satu sampai strata
dua. Di strata dua ilmu hukum (MH)
konsentrasi yang dipilih penulis adalah
Hukum Kebijakan Publik yang mencakup
Hukum Administrasi Negara. Penulis tertarik
konsentrasi pada Hukum Administrasi
Negara karena melihat di era kemajuan teknologi saat ini hukum
administrasi sebagai pengawal terhadap jalannya kebijakan
pemerintahan untuk dapat terwujudnya pemerintahan yang baik dan
bersih. Ketertarikan akan kondisi pemerintahan sejak penulis masih
kuliah di strata 1 (satu), dimana tahun 2013 menyelesaikan kuliah di
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Bagi penulis
memahami kebijakan pemerintahan dan ikut mengawasi serta
memberikan kontribusi dari sebuah tulisan penelitian dan jurnal yang
berkaitan dengan pemerintahan adalah salah satu upaya untuk

menciptakan pemerintahan negara Indonesia menjadi sebuah negara
yang maju. kemudian Penulis melanjutkan strata 2 (dua) di Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2015.

Penulis sangat tertarik terhadap pembuatan peraturan
perundang-undangan, sistem hukum modern dan penyelesaian
sengketa administrasi baik litigasi maupun non litigasi untuk keadilan
di masyarakat. Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum
Universitas Islam Batik Surakarta, pernah lolos dana hibah untuk
penelitian dosen peneliti, yang mengkaji Efektivitas Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang
Kaki Lima di Kota Surakarta dan untuk mewujudkan karier sebagai
dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti di bidang
kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan
didanai oleh internal perguruan tinggi dan Kemenristek DIKTI.
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BAB 12
PAJAK PENGHASILAN DALAM
BERBAGAI TRANSAKSI
DIGITAL

Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Transaksi Digital

Perkembangan teknologi telah mengubah seluruh struktur
masyarakat khususnya dalam aspek bisnis, tentu hampir seluruh
transaksi bisnis memaksa masyarakat untuk membiasakan diri
dengan teknologi terbaru, hal ini menandakan bahwa masyarakat
dalam melakukan transaksi mengalami perubahan baik itu transaksi
pembayaran, jual beli, pinjaman, ataupun transaksi lain yang sarat
teknologi. Masyarakat yang awalnya bertransaksi baik membayar,
membeli barang atau jasa, pinjaman bisa memakai uang tunai atau
cash, sekarang bisa diganti dengan memanfaatkan transaksi digital,
terutama dalam hal transaksi digital atau usaha daring.

Perubahan kebiasaan masyarakat dalam transaksi digital ini
disebabkan karena beberapa faktor yang pasti lebih menguntungkan
dan memberi rasa aman kepada masyarakat, baik dari sisi
kenyamanan, kemudahan akses, praktis, inovatif, variatif, mudah
dalam penggunaan dan berbagai layanan pelanggan yang cepat, serta
dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Banyak keuntungan
transaksi digital sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha baik dari
skala usaha mikro, kecil dan menengah sampai skala besar untuk
melihat pertumbuhan transaksi di bidang elektronik atau digital
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20 atas aset kripto dikenai PPh 22 final, kepada penjual,
penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan
penambang aset kripto terkena tarif 0,1% dari nilai transaksi asset
kripto. Pajak yang dikenakan kepada pihak terkait dalam
peredaran asset kripto memberikan bukti bahwa pemerintah
melindungi setiap warga negaranya, karena ada risiko yang besar
yang bisa dialami oleh konsumen atau pihak yang dirugikan dari
transaksi ini.
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Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum bisnis. Penulis pun
aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa
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maupun mandiri dari penulis. Selain peneliti, penulis juga aktif
menulis beberapa publikasi ilmiah dan terbit di beberapa jurnal
nasional terakreditasi dan melaksanakan pengabdian kepada
masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif
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BAB 13
TATA CARA PERPAJAKAN
PASCA UU CIPTA KERJA

Dr. Nuryati Solapari, S.H., M.H.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Tata Cara Perpajakan: Urgensi dan Harmonisasi

Kemudahan investasi menjadi daya tarik utama untuk mendorong
lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 174 Pasal dan
11 klaster, mengatur tentang penyederhanaan perizinan, persyaratan
investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha,
dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan
sanksi, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, investasi dan proyek
pemerintah serta kawasan ekonomi, termasuk di dalamnya tentang
perpajakan. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan terobosan
dalam mengakselerasikan proses pembangunan nasional secara
bersama-sama, merata, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.
Manfaat dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk
memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum dan
sebagai strategi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima,
sederhana, bersih, transparan sehingga mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja adalah
untuk menarik investasi, karena peran serta sektor perpajakan adalah
memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia untuk meningkatkan
pendanaan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak, wajib pajak
bayar secara sukarela, meningkatkan kepastian hukum dan
menciptakan iklim usaha yang kondusif. Langkah tersebut untuk
meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan para
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pendukung sistem informasi yang ada. Berbagai upaya dilakukan
Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak,salah
satunya adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan
memanfaatkan teknologi informasi. Program teknologi informasi yang
ditelaah dikembangkan ini diharapkan dapat menjadikan wajib pajak
semakin patuh terhadap pajak.
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Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak konsumsi terhadap
barang dan jasa kena pajak pada setiap rantai nilai produk dari
produksi sampai konsumen akhir. PPN merupakan pengganti dari
Pajak Penjualan. PPN berbeda dengan pajak penjualan karena hanya
dikenakan atas nilai tambah dari penyerahan barang dan jasa dalam
setiap tahapan dalam rantai nilai produksi dan distribusi.

Pajak pertambahan nilai (value added tax) dianggap sebagai
inovasi fiskal yang sepenuhnya modern. PPN diperkenalkan pertama
kali pada tahun 1919 oleh seorang pengusaha dan konsultan
pemerintah Jerman yang bernama Carl Friedrich von Siemens (Syaidar,
2022) (James, 2009). Ekonom Amerika T. S. Adams menulis antara
tahun 1910 dan 1921, mengusulkan faktur-metode kredit PPN sebagai
alternatif pajak penghasilan usaha (James, 2009). PPN diterapkan
pertama kali dalam dalam sistem perpajakan Pemerintah Perancis
tahun 1954, sedangkan PPN diterapkan dalam dalam sistem
perpajakan Jerman pada awal tahun 1968 (James, 2009).

Pajak pertambahan nilai (PPN) telah menjadi sumber pendapatan
utama bagi lebih dari 160 negara yang menerapkannya. Dalam waktu
kurang dari setengah abad, PPN telah menjadi salah satu instrumen
penerimaan pajak yang dominan di dunia. Pada awal pertumbuhan
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Pendahuluan

Di Indonesia, pajak atas barang mewah merupakan salah satu jenis
pajak yang diberlakukan atau ditetapkan oleh pemerintah.
Pembahasan mengenai pajak atas barang mewah adalah hal yang
cukup menarik karena memberikan pengetahuan terhadap salah satu
dari beberapa jenis pajak yang ditetapkan di Indonesia dalam ilmu
hukum.

Pajak atas barang mewah termasuk salah satu sektor pajak yang
berguna dalam pemasukan terhadap keuangan suatu negara
bertujuan untuk pembangunan negara dalam segala bidang.
Pemasukan negara salah satunya berasal dari sektor pajak, selain dari
sektor lain seperti retribusi, bea dan cukai, denda dan sitaan, dan hasil
perusahaan milik negara.

Pajak adalah iuran yang diwajibkan untuk dibayarkan oleh setiap
rakyat (wajib pajak) baik wajib pajak perorangan maupun perusahaan
(Sari, 2012). Pajak dijadikan sebagai iuran yang diharuskan bagi
setiap wajib pajak dan telah diatur dalam wundang-undang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh perorangan yang
bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang tanpa memperoleh
imbalan secara langsung serta difungsikan dalam kepentingan
pembangunan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Perhitungan PPnBM dilakukan dengan cara menghitung PPnBM

yang terutang terhadap penyerahan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
yang termasuk golongan mewah, perlu mempertimbangkan 3 faktor
yang sesuai dengan karakteristiknya diantaranya seperti :

1.
2.

PPnBM hanya dikenakan atau dibebankan satu kali

PPnBM tidak dapat dikreditkan dimana dapat dikenakan sebagai
biaya sepanjang pemenuhan pada ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf
a dan tidak memenuhi ketentuan pasal 9 UU PPH

PPN tidak menghendaki adanya pengurang pajak berganda.
Sehingga penghitungan untuk formula dari besarnya PPnBM yang
akan dibebankan diantaranya seperti:

PPnBM = Tarif X DPP

Keterangan:
Tarif : Besarnya persentase PPnBM
DPP : Dasar Pengenaan Pajak

Syarat dibebankannya PPnBM terhadap sebuah barang yang

tergolong mewah diantaranya sebagai berikut:

1.
2.
3.

barang non kebutuhan pokok;

barang yang umumnya dikonsumsi pada masyarakat tertentu;
barang yang Dbiasanya dikonsumsi pada masyarakat
berpendapatan besar; dan/atau

barang yang dikonsumsi yang ditunjukkan sebagai status. (Riwana,
2016).

skskskskok ko
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Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan e-commerce yang
mempunyai daya tarik dari tahun ke tahun. Euromonitor
mencontohkan, sejak 2014 penjualan daring Indonesia mencapai 1,1
miliar dolar AS. Dari hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) juga
menyebutkan, dalam sepuluh tahun terakhir, industri e-commerce
Indonesia tumbuh 17% dan jumlah total bisnis e-commerce mencapai
26,2 juta unit. Menurut catatan, e-commerce di Indonesia mengalami
pertumbuhan yang sangat pesat pada tahun 2018, dan seiring dengan
bertambahnya jumlah wirausaha dan pengusaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) di Indonesia, e-commerce diperkirakan akan terus
bertambah (Ning, 2019).

Masyarakat sebagai sekumpulan orang yang saling mengikatkan
diri dalam hubungan keperdataan melalui e-commerce, maka
alangkah lebih baik jika terdapat pengikatan dalam sebuah perjanjian
yang dibubuhi Materai yang berujung pada kewajiban untuk
pembayaran pajak dalam hal dilakukannya transaksi melalui e-
commerce. Transaksi di bidang e-commerce sewajarnya dikenakan
pajak, salah satunya dengan penggunaan materai pada proses
perekonomian dalam bidang e-commerce ini. Objek pajak yang
berkaitan dengan bea meterai adalah dokumen sebagai wujud dari
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ini karena menyangkut pendapatan negara terkait perpajakan di
Indonesia serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat
terkait pelaksanaan peraturan perundangan yang baru agar tidak
menjadi multi-tafsir bagi masyarakat.
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Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Sumber Penerimaan Negara
Dasar hukum perpajakan diatur dalam konstitusi kita yaitu UUD NRI
1945 Pasal 23 (1). Kemudian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa
Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan
pajak, dan hibah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor
28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat 5 (lima) teori pembenaran
dalam hal negara memungut pajak:
1. Teori Asuransi
Tidak benar karena apabila ada resiko, maka masyarakat tidak
dapat mengklaim kepada negara.

2. Teori Kepentingan
Merancukan pengertian retribusi dengan pajak karena pajak
imbalannya tidak langsung.
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usaha bandar udara untuk pelayanan jasa kebandarudaraan
yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat tumpang tindih
pengaturan antara objek pajak daerah berupa pajak reklame
dan pajak parkir dengan objek PNBP pemasangan reklame dan
PNBP konsesi penyimpanan kendaraan bermotor.
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Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Retribusi Daerah
Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan,
pembiayaan pemerintah daerah memerlukan sumber penerimaan
yang dapat diandalkan. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan
yang mungkin dapat dipungut oleh pemerintah daerah, menurut
Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa
pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan
yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai
dengan kondisi setiap daerah (Marihot Pahala Siahaan, S.E., 2010).
Retribusi sendiri merupakan pembayaran wajib dari penduduk
kepada negara dikarenakan adanya jasa yang diberikan oleh negara
bagi penduduknya secara perorangan. Jasa yang diberikan tersebut
bersifat langsung, contohnya adalah retribusi pelayanan yang dikelola
oleh pemerintah. Sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku di
Indonesia saat ini penarikan retribusi dilakukan penarikan hanya oleh
pemerintah daerah. Ada beberapa ciri retribusi daerah yang saat ini
dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut (Marihot Pahala
Siahaan, S.E., 2010):
1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan
undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
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pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka
melakukan kegiatan usaha yang diterbitkan pemerintahan pusat
atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan
hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
oleh pelaku usaha. Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah
memerlukan standarisasi produk, pemerintah pusat menerbitkan
sertifikasi standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan
standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar
yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan
kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan berusaha berisiko tinggi di dalam pasal 10 yang
berbunyi inti bahwa perizinan berusaha untuk kegiatan usaha
berisiko tinggi berupa pemberian nomor induk berusaha dan izin.
[zin merupakan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah
daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi
oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan
standar usaha dan standar produk, pemerintah pusat atau
pemerintah daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan
sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan
standar.

Menurut penjelasan Pasal 4 mengenai sasaran retribusi yaitu
pelaku usaha mikro perlu diberikan dukungan antara lain melalui
pemberian insentif pajak penghasilan agar dapat meningkatkan
kapasitas dan skala usahanya untuk berkembang. Pemberian
dukungan insentif pajak penghasilan tersebut juga ditujukan
sebagai sarana pembelajaran bagi pelaku usaha mikro agar dapat
lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan. Yang bertujuan
untuk menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan
kualitas UMKM yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing
tinggi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia
terdidik  dalam  menggerakkan  perekonomian  dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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PENGGELAPAN PAJAK &
PENYELESAIANNYA

Suwandoko, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Definisi Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan pengurangan terhadap
pajak yang dilaksanakan melanggar peraturan di bidang perpajakan,
misalnya memberikan data palsu atau menyembunyikan data
(Suandy, 2016, p. 21). Selanjutnya (Bohari, 2019, p. 156), menyatakan
bahwa penggelapan pajak merupakan pelanggaran undang-undang
dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi
dasar/besarnya pajak yang harus dibayar.

Penggelapan pajak merupakan usaha dari wajib pajak dalam hal
untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dimana
melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pada perundang-
undangan di bidang perpajakan (Nugroho, 2017, p. 2). Penggelapan
pajak (tax evasion) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak
untuk meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang.
Wajib pajak mengabaikan adanya peraturan perpajakan, dengan cara
memalsukan dokumen, mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak
benar (Mardiasmo, 2011, p. 9). Tindak penggelapan pajak yang
dilakukan oleh wajib pajak yakni dengan sengaja tidak melaporkan
seluruh pendapatannya atau melaporkan pajak tetapi tidak sesuai
dengan jumlah yang sebenarnya (Aji et al., 2021, p. 140).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, penggelapan pajak (tax
evasion) merupakan suatu tindakan dengan tujuan untuk mengurangi
atau meminimalisasi kewajiban terhadap pembayaran pajak dengan
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Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan
dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan
pajak. Sebab semakin tinggi keadilan pajak yang dirasakan oleh
wajib pajak maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan
tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah (Raharjo & Tyas,
2023, p. 226).

Penegakan hukum di bidang perpajakan dengan cara
menerapkan sanksi, yakni:

a. Sanksi administrasi, yakni sanksi administrasi berupa bunga,
sanksi administrasi berupa denda, dan sanksi administrasi
berupa kenaikan.

b. Sanksi pidana, dalam pengenaan sanksi pidana merupakan
upaya terakhir untuk menegakan sanksi hukum di bidang
perpajakan.

Bahwa dengan adanya penerapan sanksi perpajakan yang
merupakan landasan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela
bagi wajib pajak. Sehingga akan mencegah adanya penggelapan
pajak pada sistem pemungutan pajak yakni self assessment system
yang dalam hal ini memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung
jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus
dibayar dengan benar dan sesuai dengan kaidah peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
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PENGADILAN PAJAK

Deni Yusup Permana, S.H., M.H.
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Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengandung makna bagi Negara Indonesia untuk mengatur mengenai

sistem pemerintahan, baik dari pemerintah pusat
maupun pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kegiatan
serta tanggungjawab pemerintahan dan pembangunan yang
dibiayai dari hasil penerimaan pajak. Pemungutan pajak adalah
pelaksanaan kekuasaan fiskal yang dimiliki oleh kedaulatan negara
untuk mengatur orang dan benda yang berada di wilayahnya.

Area kontrol mengandung 3 (tiga) elemen, yaitu:

1. Otoritas pengawasan atas berlakunya Undang-undang
perpajakan;

2. Penerimaan (meminta secara sah dan efektif sebagian pendapatan
dan/atau kekayaan anggota masyarakat untuk kepentingan
pemerintah);Dan

3. Manajemen (penegakan, pengelolaan, pengelolaan dan
penegakan) (Jan, 2022).

Pengertian Pengadilan Pajak

Terkait konsep Pengadilan Pajak adalah sebagaimana sesuai
ketentuan yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 2002 mengenai
Pengadilan Pajak, Pasal 2 memberikan pengertian bahwa Pengadilan
Pajak adalah lembaga peradilan yang bertanggung jawab dalam hal
perselisihan perpajakan. Pengadilan Pajak bertujuan untuk
memberikan putusan hukum terhadap wajib pajak atau penanggung
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Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Surat Edaran Ketua
Pengadilan Pajak Nomor SE-08/PP/2017 yang mengatur persyaratan
administrasi yang harus dipenuhi dalam mengajukan banding dan
gugatan.

Setelah dikeluarkan Putusan oleh Pengadilan Pajak, satu-satunya
upaya hukum yang tersedia adalah Peninjauan Kembali (PK). Dalam
konteks peradilan pajak, keterbatasan hanya memiliki satu upaya
hukum, yaitu Peninjauan Kembali, setelah dikeluarkan Putusan
Pengadilan Pajak dapat mempengaruhi fungsi yudikatif dalam sistem
tersebut. Meskipun UU PP menetapkan Pengadilan Pajak sebagai
badan hukum yang berwenang, fungsi Pengadilan Pajak tidak sesuai
dengan sistem peradilan umum karena tidak melibatkan upaya
hukum pada tingkat kasasi. Sebagai hasilnya, MA, yang merupakan
badan yudikatif tertinggi, tidak dapat memaksimalkan kekuasaannya
dalam Pengadilan Pajak (Juli, 2014).
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SENGKETA PAJAK &
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Dr. Kasiani, S.H. M.H.
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Secara filosofi pajak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan negara
yang cukup banyak. Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan
oleh pemerintah untuk memasukkan kekayaan dari masyarakat ke
kas negara dan digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir
untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karenanya pajak
memiliki peran penting bagi perkembangan suatu negara, dan
keberadaan pajak bagi suatu negara adalah mutlak (conditio sine Qua
Non). Pentingnya pajak bagi suatu negara, sehingga negara berwenang
melakukan pemungutan pajak dari rakyat dengan cara yang dapat
dipaksakan. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 23A
yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan yang bersifat memaksa
untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa APBN
sebagai wujud pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan setiap
tahun ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Dari manfaat pajak maka
prinsip utama pemungutan pajak adalah adanya kesukarelaan
masyarakat dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka
secara yuridis dan teoritis, sebenarnya rakyat telah sepakat untuk
ditarik pajak, tetapi dalam kenyataannya sering terjadi persengketaan
mengenai masalah pajak antara wajib pajak dengan fiskus.
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Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI

Pendahuluan

Pajak secara umum bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan
ekonomi dan sosial. Pajak bermanfaat untuk pembangunan
infrastruktur fisik, pelayanan publik pendidikan, kesehatan, dan
pelayanan publik lainnya serta pemerataan kesejahteraan sosial.
Hukum di bidang perpajakan secara umum dalam kerangka hukum
ekonomi, seperti: meningkatkan pendapatan dari pajak, menjamin
kepastian investasi, dan keadilan baik dalam pemungutan dan
pemanfaatan pajak (Kenedy, 2017).

Negara-negara di seluruh dunia menghadapi ancaman umum
yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk kejahatan keuangan yang
semakin kompleks dan inovatif. Penghindaran pajak, penipuan,
korupsi, pencucian uang, dan kejahatan keuangan lainnya mengancam
kepentingan strategis, politik, dan ekonomi semua negara dan
merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem
keuangan. Memerangi kejahatan yang terkait erat ini membutuhkan
transparansi keuangan, kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat,
dan kerja sama yang efektif antara administrasi pajak dan otoritas
penegak hukum lainnya.
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Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pajak

Teknik investigasi seperti itu sering mengarah pada
pengungkapan informasi, dokumentasi, dan bukti yang melibatkan
pendukung yang memberikan nasihat teknis kepada terdakwa utama.
Pemberdaya dapat mencakup lembaga keuangan, pengacara, akuntan,
perwalian dan penyedia layanan perusahaan, dan agen real estate.
Memperluas investigasi dan penuntutan untuk mencakup para
pendukung ini adalah kunci keberhasilan penuntutan karena para
terdakwa ini sering kali tergoda untuk bekerja sama dengan pihak
berwenang dan memberikan bukti melawan terdakwa utama dengan
imbalan tuntutan dan hukuman yang kurang atau kurang serius.
Faktor ini terbukti sangat berharga dalam kasus-kasus di mana jaksa
perlu meyakinkan hakim (dan terkadang juri) tentang keakuratan dan
keseriusan fakta.

Sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam tindak pidana
perpajakan perlu didukung upaya terpadu baik dalam aspek
pencegahan (preventif), penegakan hukum (represif), dan upaya
pengembalian kerugian pada pendapatan negara (restoratif). Konsep
restorative justice dalam aspek pencegahan (preventif) juga perlu
tetap dikedepankan, diantaranya melalui akuntabilitas, transparansi
dan upaya kolaboratif seperti dalam proses perhitungan pajak,
pemeriksaan, penyidikan pajak, penagihan pajak.
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HUKUM PAJAK
DI INDONESIA

Buku Hukum Pajak di Indonesia ini mengakomodir perubahan dan
perkembangan pajak di zaman yang serba digital saat ini. Era digital
mempengaruhi perubahan pola transaksi baru yang belum ada dalam
model transaksi konvensional sebelumnya, meningkatkan
kompleksitas, seperti: skema penipuan baru dan modus pengindaran
pajak, sehingga memerlukan adaptasi kerangka regulasi terkait pajak
penghasilan dalam berbagai transaksi digital. Buku ini hadir spesial
ditulis oleh 21 akademisi dan/atau praktisi dari seluruh wilayah
Indonesia, dengan 22 Bab, membahas terkait sejarah hukum pajak,
teori dan praktik, serta penerapan hukum pajak Pasca Undang-
Undang Cipta Kerja.

Pengaturan pajak Pasca UU Cipta Kerja dan UU HPP melakukan
perubahan besar-besaran untuk penyederhanaan  birokrasi,
pembenahan tata kelola untuk mendorong investasi sesuai dengan
dinamika dunia usaha, dan upaya-upaya untuk menjaga lingkungan
yang berkelanjutan. Penegakan hukum pajak juga dibahas buku ini
terkait masalah: Penggelapan Pajak dan Penyelesainnya, Sengketa
Pajak dan Penyelesaiannya, Pengadilan Pajak, Restorative Justice
dalam Tindak Pidana Pajak. Hukum perpajakan secara umum dalam
kerangka hukum ekonomi, seperti: meningkatkan pendapatan dari
pajak, menjamin kepastian investasi, dan keadilan baik dalam
pemungutan dan pemanfaatan pajak, sehingga penegakan hukum
pajak memerlukan upaya terpadu dalam kerangka hukum ekonomi
tersebut. Hukum dalam pendekatan teori sistem, seperti tubuh
manusia yang terdiri dari sub sistem dan elemen-elemen yang saling
berhubungan. Terpadu dalam arti terintegrasi antar sistem hukum
(peradilan umum, dan peradilan khusus lainnya seperti tipikor,
pencucian uang), sistem perbankan, sistem sosial masyarakat.
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